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BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

bahwa Kabupaten Tana Tidung memiliki ekosistem
sumber daya pesisir dan laut yang potensinya dapat
dikembangkan sebagai penunjang pembangunan dan

ekosistem daerah ;

bahwa sumber daya ikan perlu- dipertahankan

kelestariannya untuk menjamin kelangsungan

pemanfaatan sumber daya hayati laut dan perairan

disekitarnya dengan melibatkan peran masyarakat dan

pihak ketiga;
bahwa berdasarkan __ pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b; perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sumber Daya

a.

Ikan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republi
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2009 Nomor 154, Tambahann Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4750);

4+. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pemgelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059};

5. Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang

Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER
DAYA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.



10.

11.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana
Tidung.
Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Kabupaten Tana Tidung;
Perikanan adalah perikanan semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai
dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut

yang dipengaruhi oleh perubahan didarat dan laut. (hanya muncul 1 kali

dalam batang tubuh

Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan

yang dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun,
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat mengangkut,

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau

mengawetkannya.
Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-

benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar,

payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat

berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang

a

4,

5.

6.

1a
8.

berfungsi sebagai daerah perlindungan.

Pasal 2

Perlindungan Sumber Daya Ikan berdasarkan asas:

a. manfaat, yaitu menunjukkan bahwa Perlindungan Sumber Daya Ikan harus

mampu membcrikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

kemitraan, yaitu Perlindungan Sumber Daya [kan dilakukan dengan

pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang

mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

pemerataan, yaitu Perlindungan Sumber Daya Ikan dilakukan secara

b.

c.

scimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan keci] dan pembudi

daya-ikan kecil;



d. peran serta masyarakat, yaitu keterlibatan atau peran serta masyarakat
Sangat diperlukan dalam setiap tahapan Perlindungan Sumber Daya Ikan;

. keadilan, yaitu Perlindungan Sumber Daya Ikan harus mampu memberikan€.

peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh
warga masyarakat tanpa kecuali;
keterpaduan, yaitu Perlindungan Sumber Daya Ikan dilakukan secara

terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan

produktivitas;
keterbukaan, yaitu Perlindungan Sumber Daya Ikan dilakukan dengan
memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan
informasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
kepastian hukum, yaitu Perlindungan Sumber Daya Ikan dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan

kepastian hukum bagi masyarakt dalam pelaksanaannya; dan

desentralisasi, yaitu Perlindungan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya;
dan

pembangunan berkelanjutan, yaitu) Perlindungan Sumber Daya Ikan

dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta

kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan

f.

&.

h.

A.

hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Perlindungan Sumber Daya Ikan bermaksud dan bertujuan untuk menjaga

kelestarian sumber daya jenis ikan lokal dan lingkungannya sehingga berdaya

guna dan berhasil guna demi kesejahteraan masyarakat.

BAB II

WILAYAH PERIKANAN
Pasal 4

Wilayah Perikanan diDaerah, meliputi:
a. perairan pesisir dan laut;
b. perairan umum; dan

c. rawa.
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BAB III

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 5

Perlindungan Sumber Daya Ikan jenis ikam lokal di Daerah merupakan
suatu kegiatan yang sistematik dalam upaya untuk melindungi kelestarian
Sumber Daya Ikan jenis ikan lokal untuk dimanfaatkan yang sebesar-

besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Perlindungan Sumber Daya Ikan jenis ikan lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terpadu dan berkesinabungan.
Perlindungan Sumber Daya Ikan jenis Ikan lokal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan dengan pengawasan yang optimal dan intensif
oleh kelompok kerja terpadu.

Pasal 6

Dalam rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan jenis ikan lokal dan

lingkungannya dibuat Suaka Perikanan jenis ikan lokal.
Suaka Perikanan sumber daya jenis ikan lokal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuat ditingkat kecamatan

Suaka Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
berdasarkan prinsip:

pendekatan kehati-hatian;

pertimbangan bukti ilmiah;

pertimbangan kearifan lokal;

pengelolaan berbasis masyarakat;
keterpaduan pengembangan Wilayah Pesisir;o

&
oO

pp

b.

pencegahan tangkap lebih;f.

pengembangan Alat Penangkapan Ikan, cara penangkapan,dan

pembudidaya ikan yang ramah lingkungan;
h. pertimbangan kosndisi soaial ekonomi masyarakat;
i. pertimbangan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;

j. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang

dinamis; dan

k. perlindungan jenis dan kualitas genetika ikan

Pasal 7

Perlindungan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya dilaksanakan atas

dasar prinsip pemantauan (monitoring), pengawasan (controling),

pengamatan lapangan (surveilance) dan/ atau penyediakan ( investigation)

terhadap pelaku tindak pidana di bidang Perikanan.

g.



(2) Perlindungan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan:
a. penangkapan;
b. pembudidaya; dan
c. kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya ikan.

BAB IV

PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dalam upaya_ pelestarian sumber daya_ ikan

menetapkan:
a. lokasi Suaka Perikanan;
b. kelompok kerja terpadu;
c. Alat Penangkapan Ikan yang dilarang;
d. metode penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
e. kawasan perairan yang tidak diizinkan dan pembudidayaan ikan; dan
f. penebaran dan pembudidayaan jenis ikan yang dilarang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pelestarian sumber daya ikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Perlindungan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) hurufa terdiri atas:

a. jenis ikan yang dilindungi; dan

b. jenis ikan yang tidak dilindungi.

(2) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a

huruf a, meliputi:
a. terancam punah;
b. langka;
c. daerah penyebaran terbatas (endemik);
d. terjadi penurunan jumlah populasi ikan dialam secara drastis;

dan/atau
e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Pasal 10

(1) Penetapanstatus jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) hurufa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status perlindungan
jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB V
LARANGAN

Pasal 11

(1} Setiap orang dilarang:
a. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu seperti:

1. electro fishing;
2. bahan beracun dan berbahaya; atau
3. alat tangkap yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan,

seperti Pukat Trow!l (Pukat Hela).
menjual dan membeli hasil tangkapan yang menggunakan alat tangkap
sebagaimana dimaksud pada huruf a;
memiliki, menguasai, membawa, menggunakan dan / atau

memproduksi alat tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf a yang
membahayakan kelestarian sumber daya Perikanan, baik didalam Kapal
maupun dirumah dan/atau ditempat lain yang masih di wilayah
Daerah;
melakukan kegiatan yang menggunakan jenis atau teknik yang
mengakibatkan pencemaran dan perusakan sumber daya ikan dan

/atau lingkungannya;
melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin resmi

dan/ atau tanpa Tanda Daftar Usaha Kegiatan Usaha Perikanan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan

melakukan penangkapan ikan langka dan/ atau dilindungi yang
termasuk didalam Convention on internasional Trade in Endangered

d.

e.

f.

Species of Wild Fauna dan Flora (CITIES).

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu untuk

kegiatan penelitian ilmiah yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin tanda daftar usaha Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan

Bupati.



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem
informasi serta pengumpulan, pengolahan dan penyebaran seluas-luasnya
mengenai Perlindungan Sumber Daya Ikan.

(2) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan penelitian serta kegiatan
ilmiah lainnya di bidang Perlindungan Sumber Daya Ikan.

(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat mengadakan kerjasama dengan instansi atau lembaga
lain.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan berupa penyuluhan,

pendidikan dan pelatihan dibidang Perikanan dan kelautan yang berkaitan

dengan Perlindungan Sumber Daya Ikan.

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat mengikutsertakan masyarakat dan perguruan tinggi.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu Perlindungan Sumber

Daya Ikan melalui kelompok masyarakat pengawasa, kelompok pelestari

sumber ikan dan lingkungan serta kelompok kerja terpadu.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk

mendayagunakan potensi dan kemampuan yang ada pada masyarakat
dalam rangka melindungi kelestarian sumberdaya ikan untuk

dimanfaatkan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan Perlidungan Sumber Daya Ikan dapat bersumber

dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
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a

b. Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah (APBD); dan/atau
c. pendanaan lain yang sah dan tidak .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana

Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale

Juni 2017

NA TIDUNG,
pada tangg
BUPATI 15

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale

pada tanggal...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR...


